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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan1, merupakan hal yang 

niscaya bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar 

setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.2 Ketersediaan pangan yang 

cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak 

warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945) dan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.3 Hal ini juga 

merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak  warga negara 

sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat 

yakni Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia.  

                                                           
1 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan). 
2 Anton Apriyantono, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”,  Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, (Jakarta: 

LPPOM MUI, 2013), 30. 
3 Amirsyah Tambunan, “Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999” Jurnal Halal, No. 

101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013),6. 
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Namun ironisnya, permasalahan ketidakjelasan status kehalalan produk 

pangan masih menjadi persoalan serius di Indonesia saat ini. Kasus bakso daging 

babi  tahun 19844 , kasus vaksin meningitis jemaah haji yang ditengarai 

mengandung unsur enzim babi pada tahun 2009, hingga kasus bakso babi 

berlabel halal5 pada tahun 2012, merupakan contoh permasalahan yang 

merugikan produsen, konsumen, dan dunia usaha. Tingginya prosentase  produk 

pangan instan   yang  belum bersertifikat halal6, dan maraknya kasus pemalsuan 

label halal, semuanya menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap 

konsumen muslim di Indonesia.  

Disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(UU JPH) menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam  terkait sistem  

jaminan produk  halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan  representasi 

tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi 

konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai 

dengan syari’at Islam yaitu halal dan tayib. Hadirnya UU JPH diharapkan mampu 

menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan 

                                                           
4 Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar”, Jurnal Halal, No. 

103, Th.XVI, ( Jakarta: LPPOM MUI,2013), 20. 
5 “Bakso Babi Berlabel Halal, PAN: MUI Kebobolan”, dalam  http://www.jaringnews.com (21 Agustus 

2013). 
6 “Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), jumlah produk yang beredar 

di masyarakat sebanyak 194.776. Namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku tahun 2013 – 2015. Jumlah produk bersertifikat 

halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki prosentase sebesar 50,6 persen” Hardiat Dani Satria, 

“Produk Halal di Negeri Muslim Terbesar”,  metrotvnews.com (24 Juli 2015) 

http://www.jaringnews.com/
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terhadap kehalalan produk  dan menjadi payung hukum yang menjamin 

konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas 

dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.7  

Meskipun demikian, perkembangan legislasi jaminan produk halal ini 

masih menemui banyak persoalan baik ditingkat yuridis,  sosiologis maupun 

politis. Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komite Syariah World Halal Food Council 

(WHFC), menjelaskan bahwa meski sudah diundangkan, masih saja muncul 

upaya pemandulan UU JPH untuk tidak segera direalisasikan.8 Politik hukum 

Islam dalam legislasi jaminan produk halal memiliki urgensitas yang bernilai 

tinggi baik dalam bentuk undang-undang maupun infrastruktur yang kondusif 

agar persoalan umat Islam terkait sistem jaminan halal dapat terselesaikan, dan 

selanjutnya Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dapat 

memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dalam globalisasi sertifikasi halal. 

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di 

atas, penelitian ini mengambil judul: POLITIK HUKUM ISLAM DALAM 

REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA. Judul ini 

menitikberatkan pada urgensitas politik hukum Islam dalam regulasi halal di 

Indonesia. 

                                                           
7  Lihat Undang –Undang  No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
8  Hardiat  Dani Satria, “Produk Halal di Negeri Muslim Terbesar”, metrotvnews.com ( 24 Juli 2015). 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu  pada latar belakang penelitian  tentang “ Politik Hukum 

Islam  dalam Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia ” maka dalam 

penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana aspek sosiologis, yuridis, filosofis dibentuknya UU  No 33 

tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal? 

2. Bagaimana politik hukum  Islam berperan dalam  proses pembentukan 

regulasi  Jaminan Produk Halal di Indonesia? 

3. Bagaimana aspek  nilai hukum Islam berperan dalam  esensi UU No 33 

tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal, serta kaidah hukum Islam 

yang dipakai dalam UU tersebut? 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini adalah target yang ingin dicapai dalam 

penelitian, baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi  (disebut sebagai 

tujuan obyektif) maupun  sebagai pemenuhan atas sesuatu yang diharapkan 

(tujuan  subyektif). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dibentuknya 

UU No 33 Tahun 2014 baik secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. 

2. Untuk mengetahui politik hukum Islam dalam  proses pembentukan dan 

pengesahan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

3. Untuk mengetahui apa saja aspek nilai hukum Islam yang berperan 

dalam esensi UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

b. Sedangkan  tujuan  subyektif adalah untuk  mendapatkan  jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian: 

a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat  mendeskripsikan 

bagaimana politik hukum Islam dapat menjadi mekanisme penyelesaian 

persoalan umat Islam dalam  menjalankan kewajibannya sebagai umat 

beragama tanpa menimbulkan gesekan diantara kemajemukan masyarakat 

yang ada di Indonesia, khususnya dalam  masalah jaminan produk halal  

sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014. 

b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka 

cakrawala pikir dan sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam 
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menjadikan politik hukum Islam sebagai mekanisme menciptakan 

kemaslahatan umum  dalam masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan 

aspek  kebhinnekaan serta hukum Islam yang menjadi pedoman hidup Umat 

Islam. 

D. Kerangka Teoretik 

Penelitian  tesis ini mengenai politik hukum Islam dalam  regulasi 

jaminan produk halal di Indonesia dengan objek studi Undang – Undang  No. 

33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hal tersebut maka 

kerangka teori yang akan digunakan pada penyusunan tesis ini adalah: 

Pertama, teori politik hukum, yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh 

para legislator merupakan hasil produk politik, karena hukum lah yang 

terpengaruh oleh politik dalam proses pembentukannya. Dengan 

mengasumsikan bahwa hukum adalah produk politik, maka hukum dipandang 

sebagai dependent variable (variabel terpengaruh), sedangkan politik dipandang 

sebagai independent variable ( variable berpengaruh). Peletakan hukum sebagai 

variabel yang tergantung, atas`politik itu mudah dipahami dengan melihat 

realitas hukum sebagai peraturan abstrak yang merupakan kristalisasi dari 

kehendak politik yang saling bersaing dan berinteraksi. Sidang parlemen dalam 

pembentukan undang-undang  sebagai produk hukum pada hakikatnya 

merupakan adegan konstelasi politik  agar kepentingan dan aspirasi terakomodir 
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dalam bentuk sebuah keputusan politik dan menjadi undang-undang. Undang–

undang tersebut lahir sebagai bentuk keputusan bersama dan dipandang sebagai 

produk dan adegan konstelasi politik itu.9  

Kedua, selanjutnya penelitian ini akan membahas aspek politik hukum 

Islam. Secara umum di dunia Islam, awal abad XX yang merupakan masa 

berakhirnya dominasi kolonialisme, politik hukum Islam mulai intens 

diwacanakan dan menjadi polemik, bersamaan dengan proses pembentukan 

negara-negara muslim seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Sudan, Turki, Al Jazair 

bahkan perdebatan ini merambah hingga ke negara-negara sekuler.10 Mereka 

mengalami kesulitan mengembangkan hubungan antara hukum Islam dan 

negara, tidak terkecuali di Indonesia.  

Fenomena yang terjadi di Indonesia, hukum Islam mulai dikenal oleh 

penduduk nusantara sejak agama Islam disebarkan di Indonesia dan mulai 

diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa 

bukti sejarah berupa hasil karya para pujangga yang hidup pada masa itu 

misalnya kitab Sabi>l al-Muhtadi>n, Kutaragama, Sajinatu al- Hukum serta 

                                                           
9 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia  ( Jakarta: LP3ES, 1998), 10. 
10 Muhammad  Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi 

Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, ( Jakarta: Kencana, 

2004), 19. 
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beberapa kitab yang ditulis oleh orang asing seperti Mugharrar karya Al-Rafi’i, 

Niha>yah karya Al-Ramli dan kitab hukum madzab Al-Sha>fi’i> lainnya.11  

Perkembangan Islam mulai dikendalikan setelah penjajah Belanda 

masuk ke Indonesia dan setelah tahun 1927, Van Vollenhoven dan Snouck 

Hurgronje (penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam di 

negeri jajahan Belanda) dengan teori receptie mendapat landasan peraturan 

perundang-undangan Indische Staatsregeling (IS 1925). Menurut pandangan 

teori ini, hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi 

hukum apabila telah diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Teori 

ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi 

sebagai rakyat jajahan tidak memegang ajaran Islam dengan kuat, sebab pada 

umumnya orang–orang yang kuat memegang ajaran Islam, tidak mudah 

dipengaruhi oleh peradaban barat. Oleh karena itu eksistensi teori ini 

dikukuhkan dalam pasal 134 IS dengan redaksional: “adatsrecht ialah undang-

undang agama, lembaga kebudayaan bangsa dan kebiasaan”, artinya bagi orang 

pribumi jika menghendaki penerapan hukum Islam, akan diberlakukan selama 

tidak bertentangan dengan hukum adat.12  

Ketiga, selanjutnya penelitian ini akan menggunakan teori pembentukan 

undang-undang  sebagai  landasan hukum yang menjadi dasar pelaksana dari 

                                                           
11 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),127. 
12 Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No 3 tahun 2006 dan Legislasi Hukum 

Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 47. 
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seluruh kebijakan yang akan dibuat pemerintah.13 Dalam pembentukan sebuah 

undang-undang yang baik, harus sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-

undang dan materi muatan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga 

undang-undang tersebut bisa berlaku secara berkesinambungan. 

Keempat, penelitian ini akan mengkaji tentang efektivitas hukum yang 

berarti daya kerja hukum dalam mengatur/memaksa warga masyarakat untuk 

taat terhadap hukum. Hal ini berarti kaidah hukum yang ditetapkan haruslah 

memenuhi syarat yakni berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. 

Hukum merupakan suatu sistem yang meliputi tiga komponen, yakni legal 

substance atau substansi hukum yang berisi aturan-aturan atau norma-norma; 

legal structure, yaitu institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan 

pengacara dan yang ketiga adalah legal culture yakni budaya hukum termasuk 

didalamnya agama dan kepercayaan, sikap, ide, pandangan tentang hukum.14  

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pembahasan dan penelitian tentang regulasi jaminan produk halal sudah 

banyak dilakukan orang sebelumnya, namun pembahasan yang dilakukan 

kebanyakan terkait sertifikasi halal yang ditekankan pada urgensi regulasi dan 

edukasi halal untuk konsumen, kepastian hukum tentang sertifikasi halal dan 

                                                           
13 Yuliandri, Asas–Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, gagasan 

Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1. 
14 Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , (New York: Rusel Sage 

Foundation, 1975), 15. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

konsep sistem jaminan halal dengan pendekatan studi kasus, aspek hukum 

perlindungan konsumen pada sistem jaminan halal, Penelitian yang secara 

khusus membahas tentang regulasi jaminan halal dari aspek politik hukum 

terkait perspektif konflik dan bagaimana  munculnya  perbedaan pendapat dalam 

tafsir regulasi ini belum ada. Untuk memperoleh rujukan awal tentang 

permasalahan di atas, penulis akan menyampaikan sejumlah buku, jurnal dan 

disertasi yang relevan, diantaranya: 

1.  Politik Hukum di Indonesia karya Mahfudz MD, menjelaskan tentang 

legal policy yaitu pengaruh politik terhadap hukum yang akan diberlakukan 

baik mengenai pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama 

untuk mencapai tujuan negara. Buku ini juga menjelaskan tentang 

konfigurasi politik demokrasi dan otoriter.  

2. Membangun Teori Politik Hukum di Indonesia karya Abdul Halim yang 

menjelaskan tentang transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional 

tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau 

Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang-

undangan memiliki kontribusi positif terhadap penguatan komitmen umat 

Islam dalam kehidupan berbangsa. Studi ini membantah pendapat yang 

menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang-

undangan merupakan agenda menuju negara Islam karena proses 

akomodasi hukum Islam didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu 
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hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya 

ke dalam perundang-undangan diawali dengan pengujian agar selalu sesuai 

dengan pancasila dan UUD 1945.15 

3. Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen, karya 

Rahmah Maulidia, menjelaskan urgensi regulasi produk halal bagi umat 

Islam di Indonesia. Kurangnya edukasi dan sosialisasi produk halal 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pengabaian masyarakat 

akan produk halal. Namun demikian, masyarakat juga menyadari bahwa 

pemerintah seharusnya memberikan jaminan keamanan pangan meskipun 

dalam studi kasusnya dijelaskan perbedaan pendapat dalam strategi 

sertifikasi halal di Indonesia.16 

4. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, karya 

KN. Sofyan Hasan. Tulisan ini menjelaskan bahwa sertifikat halal 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen, namun 

regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta 

tidak sistemik. Selain itu penulis juga menjelaskan bahwa sertifikat halal 

yang masih bersifat sukarela (voluntary) tidak dapat menciptakan jaminan 

kepastian hukum kehalalan produk pangan. Untuk itu agar tercapai 

                                                           
15 Abdul Halim,”Membangun Teori Politik Hukum Islam”, Ahkam, Vol. XIII, No. 2 (Juli, 2013), 259. 
16 Rahmah Maulidia, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk halal bagi Konsumen”, Justitia Islamica, 

Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 359. 
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kepastian hukum, RUU JPH segera diubah menjadi UU JPH dengan 

memberikan otoritas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk 

melakukan sertifikasi halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) dan komisi fatwa. Pemerintah 

berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan 

Undang-Undang yang ditetapkan tersebut.17 

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada 

Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan 

Konsumen, karya Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini. Penelitian 

ini mengupas tentang masalah labelisasi halal produk makanan, yang harus 

mengikuti prosedur dan tahapan tertentu, sanksi –sanksi pidana, perdata 

maupun administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label 

halal tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, dan Undang-Undang Pangan dan peraturan pemerintah tentang 

label dan iklan pangan.18 

 

 

                                                           
17  KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” Jurnal 

Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, ( Mei, 2014), 227. 
18 Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pemberian 

Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen” Jurnal 

Penelitian UNRAM, vol.18, No. 1, ( Februari, 2014),80. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian tentang Politik Hukum  Islam  dalam  Regulasi 

Jaminan  Produk Halal di Indonesia ini digunakan jenis penelitian hukum 

kualitatif-empiris yakni penelitian tentang identifikasi hukum. Penelitian ini 

termasuk socio-legal research yakni  penelitian dengan studi empiris untuk 

menemukan  teori mengenai terjadinya hukum di dalam  masyarakat dan 

bekerjanya hukum tersebut.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan jenis studi yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.19 Metode ini 

juga bisa digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru 

sedikit diketahui serta dapat memberikan rincian yang kompleks tentang 

fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.20 Metode kualitatif 

juga sering tidak berfikir dalam  hal seperti variabel bebas dan  mandiri , tetapi 

permasalahan dinyatakan dalam bentuk dan cara yang lengkap dan 

problematik. Penelitian ini dilakukan melalui penggalian informasi sebanyak-

banyaknya dari subjek penelitian. 

                                                           
19 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-

teknik Teoritisasi Data, Terj. Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqin ( Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

4. 
20  Ibid., 5. 
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2. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian  ini adalah  Undang-Undang No 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal  dan  berbagai elemen masyarakat ( masyarakat 

umum, komunitas halal, media dan LPPOM MUI)  yang menjadi subjek proses 

politik hukum diberlakukannya regulasi jaminan halal untuk produk -produk  

industri di Indonesia. 

 

3. Sumber data 

a. Data primer. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif-empiris  dengan 

metode penelusuran lapang  (field research)  yang menggunakan  

instrumen  dokumen, wawancara dan observasi. Observasi di arahkan 

ke berbagai elemen ormas/tokoh dan  badan LPPOM MUI sebagai 

penyelenggara sertifikasi jaminan halal, pressure group dan media 

sebagai infrastruktur politik tercapainya jaminan produk halal di 

Indonesia. 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder diambil dari library research ( studi kepustakaan)  

terhadap literatur-literatur hukum maupun perundang-undangan yang 

membahas seputar halal dan regulasi jaminan Halal. Menurut Bogdan 
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dan Biken dalam Nawawi, secara ringkas bahwa analisis data dalam 

studi kualitatif terdapat beberapa model diantaranya model studi yang 

bersifat bibliografis ( library research) dan model studi lapangan ( field 

research).21 

Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka berisi pengetahuan 

ilmiah yang baru/mutakhir ataupun pengertian baru tentang politik baru 

tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. 

Bahan Hukum Primer mencakup (a) buku; (b) kertas kerja konferensi, 

lokakarya, seminar, simposium dan seterusnya; (c) laporan penelitian; 

(d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten.22  

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

peraturan perundang-undangan yakni UU No 33 tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal.  

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berisikan 

informasi tentang bahan primer yang antara lain mencakup : (a) abstrak; 

(b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan 

acuan lainnya.23  Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, rancangan peraturan 

                                                           
21  Ismail Nawawi, Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Refka Cita media, 2012) 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UU Press,1986),  29. 
23  Ibid.,  
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perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, yang terkait dengan  

regulasi halal.  

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada 

dasarnya mencakup: (a) bahan – bahan yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah 

dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan 

bidang hukum, contohnya abstrak perundang-undangan, bibliografi 

hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah 

hukum, kamus hukum dan seterusnya; dan (b) bahan-bahan primer, 

sekunder dan tersier di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari 

bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik,filsafat dan sebagainya, yang 

oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi atau 

menunjang data penelitiannya.24  

4. Analisis Data 

Setelah data primer dan sekunder diperoleh dan terkumpul, maka data 

diidentifikasi dan  klasifikasi berdasarkan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretatif understanding, yaitu 

penafsiran atau pemaknaan data dengan masalah yang ada atau terhadap data 

yang saling berhubungan untuk mendapatkan kesimpulan sementara yang 

                                                           
24  Ibid.,  33. 
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dipakai sebagai landasan mengumpulkan data selanjutnya.25 Interpretasi 

terhadap bahan hukum dilakukan secara otentik, historis, tekstual dan 

kontekstual ( historis). 

Hasil analisis data tersebut kemudian dideskripsikan secara kualitatif 

dan disusun secara sistematis dalam  bab-bab, dan sub-sub bab dalam bentuk 

laporan penelitian. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam  menyajikan penulisan ini, penulis menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang 

latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritis, metodeologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Adapun bab kedua adalah diskursus tentang politik hukum nasional di 

Indonesia. Pada bab ini diuraikan secara singkat tentang definisi dn ruang 

lingkup politik hukum, politik hukum nasional, dan konfigurasi politik. 

Pada bab ketiga penulis membahas mengenai politik hukum Islam Pada 

bab ini diuraikan tentang politik hukum Islam di Indonesia, dan proses 

transformasi hukum Islam dalam hukum nasional. 

                                                           
25  Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), 27. 
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Pada bab keempat, penulis akan membahas tentang sistem jaminan 

halal. Bagaimana halal dalam perspektif Islam, aspek filosofis atau sumber 

hukum penetapan halal haram dan aspek yuridis ( dasar hukum) legislasi 

jaminan produk halal. 

Pada bab kelima, akan dibahas mengenai politik hukum Islam jaminan 

produk halal. Bab ini menguraikan tentang aspek politik hukum Islam dalam 

regulasi jaminan produk halal, mekanisme pembentukan regulasi jaminan 

produk halal , perspektif hukum Islam dan analisa.  

Sedangkan bab keenam adalah penutup. Pada bab ini diuraikan 

mengenai kesimpulan penulis dan rekomendasi penulis berbasis pada hasil 

penelitian yang penulis lakukan.  

 


